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MOTTO 

 

 فئَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

 

(QS. Al-Insyirah: 5). 

 

“Terlambat bukan berarti gagal cepat bukan berarti hebat terlambat bukan menjadi alasan 

untuk menyerah setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu paling 

penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu 

anggap rumit” 

 

 

“Di balik setiap lembar skripsi ini, ada doa ibu yang tak pernah putus dan keringat ayah 

yang tak terlihat. Tak ada keberhasilan tanpa luka, tak ada pencapaian tanpa air mata 

semua terbayar dengan ridha-Nya.” 

 

“Bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang tak berhenti melangkah.” 
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ABSTRAK  

 

Nadira Lisya (2025):  Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Fiqh 

Siyasah 

 

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Padang Panjang, serta bagaimana peran lembaga tersebut ditinjau dari 

perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab BPBD dalam konteks penanggulangan bencana, 

khususnya terhadap bencana letusan Gunung Marapi yang berdampak besar 

terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif dan empiris, yakni dengan menggali data melalui studi 

dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan. 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 

masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya kesiapan 

sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, keterbatasan logistik dan 

tenaga medis, serta minimnya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat 

terkait mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara pemerintah 

daerah dan lembaga-lembaga pendukung juga belum berjalan optimal. 

Dalam perspektif fiqih siyasah, khususnya pada konsep siyasah 

tanfidziyah, peran BPBD sebagai bagian dari eksekutif merupakan amanah negara 

yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan 

umum. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan („adl), amanah, dan tanggung jawab 

sosial menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, 

serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan penanggulangan bencana 

dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Kata Kunci:  BPBD, Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis diapit 

oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia,yang mengakibatkan 

Negara Indonesia memiliki letak yang strategis. Akan tetapi letak Indonesia 

yang berada di zona pertumbukan tiga lempeng menyebabkan Indonesia 

memiliki deretan gunung api yang disebut Ring of Fire‟. Akibatnya Indonesia 

memiliki daerah yang subur karena memiliki tanah vulkanik dari aktifitas 

gunung berapi.
1
 

Namun dari keuntungan wilayah di Indonesia sebagai Negara 

kepulauan, terdapat berbagai macam potensi terjadinya bencana alam.
2
 

Bencana alam adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap 

masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau 

kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi. 

Salah satunya adalah bencana letusan gunung berapi. Salah satu 

gunung api yang masih aktif berada di Sumatera Barat yang bernama Gunung 

Marapi. Letusan Gunung Marapi memiliki dampak signifikan terhadap 

masyarakat yang tinggal di sekitarnya, baik dalam hal kerugian material 

maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, upaya mitigasi 

                                                
1
 Rangga Lamara. _”Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi 

dalam Menanggulangi Bencana Alam  gempa di bumi Lombok”,_(skripsi universitas 

Muhammadiyah Mataram. 2020).h. 1 
2
  Dikutip dari Bencana alam https://g.co/kgs/ieT9cdu diakses pada tanggal 2 Oktober 

2024, pukul 20.00 wib 

https://g.co/kgs/ieT9cdu
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dan penanggulangan bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Marapi. 

Letusan Gunung Marapi adalah peristiwa keluarnya material dari 

dalam bumi, seperti lava, gas, dan abu vulkanik, melalui puncak Gunung 

Marapi yang berada di Sumatera Barat, Indonesia. Letusan ini terjadi akibat 

adanya tekanan yang sangat tinggi di dalam perut bumi, di mana magma yang 

terbentuk di bawah permukaan bumi terdorong ke luar melalui retakan atau 

celah pada gunung. 

Letusan gunung berapi pada umumnya disebabkan oleh beberapa 

faktor, termasuk tekanan magma, aktivitas tektonik, dan pelepasan gas 

vulkanik. Peningkatan aktivitas seismik dan geologi di sekitar gunung 

merupakan tanda-tanda awal terjadinya letusan. Seiring dengan itu, teknologi 

pemantauan gunung berapi terus dikembangkan guna mengantisipasi dan 

memitigasi dampak negatif letusan. 

Setiap warga negara berhak atas rasa takut, ancaman, resiko termasuk 

dampak bencana. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi 

hak-hak dasar dari warga negara tersebut.
3
 Untuk penyelenggaraan 

penanganan bencana di daerah-daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/ 

kota, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi mencegah dan 

menanggulangi bencana daerah. 

                                                
3
 Anwar Musyadad, ”Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak”, (Skripsi: Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa, 2015), h. 1. 
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Dalam kerangka hukum di Indonesia, penanggulangan bencana diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Undang-undang ini mengatur peran dan tanggung jawab berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menghadapi dan menangani 

bencana alam. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam 

penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD). BPBD bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak 

bencana. Dalam konteks kota Padang panjang, BPBD memiliki peran yang 

sangat krusial dalam menanggulangi bencana letusan Gunung Marapi. 

Keberadaan BPBD diatur secara jelas dalam UU No. 24 Tahun 2007. 

Namun, pada saat peneliti melakukan observasi ditemukan beberapa 

permasalahan terkait dengan peran BPBD Kota Padang Panjang dalam upaya 

mitigasi dan penanggulangan bencana letusan Gunung Marapi adapun 

permasalahan tersebut yaitu: 

1. Terjadi penelantaran korban bencana letusan gunung Marapi padahal 

semestinya harus cepat untuk mendapatkan pertolongan. 

2. Tempat pengungsian yang kurang memadai tidak mampu menampung 

jumlah warga yang besar, banyak warga yang harus dievakuasi. 

3. Minimnya Fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sehingga menimbulkan 

antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi para pengungsi. 

4. Kurangnya ketersediaan makanan di dapur umum dan peralatan serta obat-

obatan yang dibutuhkan oleh korban bencana letusan Gunung Marapi  
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Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab 

pemerintah yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu pada 

setiap tahapan melalui badan penanggulangan bencana baik yang berada 

dipusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang 

berada di daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 

18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah 

Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan 

dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat 

provinsi maupun kabupaten atau kota. 

Selain perspektif hukum, penanggulangan bencana juga dapat dikaji 

dari sudut pandang Fiqh Siyasah, yaitu cabang dari ilmu fiqh yang berkaitan 

dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip Islam. Dalam konteks bencana, fiqh siyasah dapat memberikan 

panduan tentang bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 

seharusnya bertindak untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan 

masyarakat. Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, seperti keadilan („adl), 

kemaslahatan umum (maslahah), dan tanggung jawab penguasa (amanah), 

sangat relevan dalam menilai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam 

menghadapi bencana alam. 

Kombinasi antara pendekatan hukum positif yang diwakili oleh UU 

No. 24 Tahun 2007 dan pendekatan normatif dalam fiqh siyasah memberikan 

kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi peran BPBD dalam 

menanggulangi bencana letusan Gunung Marapi. Dalam konteks ini, kajian 

terhadap peran BPBD tidak hanya akan fokus pada efektivitas kebijakan dan 
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implementasi lapangan, tetapi juga akan melihat sejauh mana kebijakan 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. 

Maka dari itu tinjauan Fiqih Siyasah yang cocok digunakan untuk 

permasalahn diatas yaitu Siyasah tanfidziyah bagian dari bidang siyasah 

dusturiyah, siyasah dusturiyah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara 

serta hak-hak yang wajib dilindungi.
4
 Sedangkan siyasah tanfidziyah adalah 

tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu 

negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Kekuasaan 

eksekutif dalam Islam disebut al sulthah al-tanfidziyah yang bertugas 

melaksanakan undang-undang.  

Dari hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian dalam sebuah 

skripsi yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah  

 

B. Batasan Masalah  

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan terarah tidak terlalu luas, maka 

peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Analisis Pelaksanaan pasal 21 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Padang Panjang perspektif fiqih siyasah. 

                                                
4
 Abu A‟ala Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), h. 247 
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C. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat 

diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik penelitian 

ini: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 

Panjang? 

2. Bagaimanakah perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pasal 21 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka  tujuan penulis melakukan 

penelitian ini diantaranya:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Padang Panjang 

2. Mengetahui bagaimana analisis perspektif fiqih siyasah terhadap 

Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang 

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam 

mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara 

(Siyasah). 

3. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Peran 

1. Pengertian Peran  

Menurut Soerjono Soekanto, bahwasanya peran dapat diartikan 

sebagai suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku 

yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu 

jabatan dan melaksanakan hak- hak serta kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya tersebut.
5
 Peran sangat mempengaruhi karakter/kepribadian 

seseorang ketika menduduki jabatan, menyebabkan seseorang dapat 

melakukan kebijakan atau kepentingan untuk diri sendiri atau 

kelompoknya. 

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu 

perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau 

jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut. 

2. Jenis-Jenis Peran  

Jenis-jenis Pe.ran Me.nurut Soe.rjono Soe.kanto pe.ran te.rbagi 

me.njadi tiga (3) je.nis, di antaranya yaitu:  

a. Pe.ranan Normatif Pe.ranan normatif adalah je.nis pe.ran yang dapat 

dilakukan ole.h se.se.orang ataupun le.mbaga yang didasarkan pada 

se.pe.rangkat norma yang be.rlaku dalam ke.hidupan masyarakat.  

                                                
5
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242 
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b. Pe.ranan Ide.al Pe.ranan ide.al adalah je.nis pe.ran yang dilakukan ole.h 

se.se.orang atau le.mbaga yang didasarkan pada nilai-nilai ide.al atau 

yang se.harusnya dilakukan se.suai de.ngan ke.dudukannya di dalam 

suatu siste.m. 

c. Pe.ranan Faktual Pe.ranan faktual adalah pe.ranan yang dilakukan ole.h 

se.se.orang atau le.mbaga yang didasarkan Pada ke.nyataan se.cara 

kongkrit di lapangan atau ke.hidupan Sosial yang te.rjadi se.cara nyata.
6
 

Dalam pe.ne.litian ini je.nis pe.ran yang dilakukan ole.h BPBD dalah 

je.nis pe.ran Ide.al Pe.ranan ide.al yaitu je.nis pe.ran yang dilakukan ole.h 

se.se.orang atau le.mbaga yang didasarkan pada nilai-nilai ide.al atau yang 

se.harusnya dilakukan se.suai de.ngan ke.dudukannya di dalam suatu siste.m. 

 

B. Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah  

1. Pengertian Bencana Dalam Fiqh Siyasah  

Be.ncana dalam pe.rspe.ktif Islam adalah se.gala be.ntuk pe.ristiwa 

yang me.nimpa individu atau masyarakat yang me.mbawa ke.sulitan, 

pe.nde.ritaan, atau ke.rugian, yang te.rjadi atas ke.he.ndak Allah SWT se.bagai 

ujian, pe.ringatan, atau be.ntuk kasih sayang-Nya. Be.ncana bukan se.mata-

mata se.bagai azab, te.tapi bisa juga se.bagai sarana introspe.ksi diri, 

pe.ningkatan iman, dan pe.nghapus dosa. Allah SWT be.rfirman dalam QS. 

At-Taghabun: 11:  

صِيْبَةٍٓ مِنْٓ اَصَابَٓ مَآٓ ذْنِٓ اِلَّٓ مُّ ِهٓ بِِِ ُّؤْمِنْٓ  وَمَنْٓ الّّ ِٓ ي هٓ يََْدِٓ بِِلّّ ُٓ قلَْبَه  ءٍٓ بِكُِّٓ وَالّّ  علَِيٌْٓ شََْ
 

Artinya:  “Tidak ada suatu musibah pun yang me.nimpa se.se.orang ke.cuali 

de.ngan izin Allah; dan barang siapa yang be .riman ke.pada 

                                                
6
 Ibid. h.243 
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Allah, niscaya dia akan me.mbe.ri pe.tunjuk ke.pada hatinya. Dan 

Allah Maha Me.nge.tahui se.gala se.suatu.”
7
 

 

Dalam Fiqh Siyasah, pe.nanggulangan be.ncana me.rupakan salah 

satu bagian dari tanggung jawab pe.me.rintahan Islam untuk me.lindungi 

masyarakat dari be.rbagai bahaya dan ke.rusakan. Ini be.rkaitan de.ngan 

prinsip maslahah „ammah (ke.maslahatan umum) dan me.njaga maqashid 

syariah, te.rutama jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan lingkungan. 

Dalam siste.m Islam, pe.nanggulangan be .ncana adalah tanggung 

jawab khalifah, amir, atau wali al-amr (pe.mimpin pe.me.rintahan). 

Pe.mimpin ini me.miliki we.we.nang pe.nuh untuk me.njaga rakyat dan dapat 

me.mbe.ntuk struktur atau le.mbaga khusus se.bagai wakilnya untuk 

me.nangani be.ncana. Dalam praktik se.jarah, tanggung jawab ini dijalankan 

langsung ole.h e.pala ne.gara atau pe.jabat yang ditugaskan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam islam maupun hukum positif 

Indone.sia, pe.nanggulangan be.ncana me.rupakan tanggung jawab pe.me.rintah. 

Dalam Islam, hal ini me.rupakan bagian dari tugas ne.gara dalam me.wujudkan 

ke.maslahatan dan me.njaga ke.se.lamatan umat. Se.me.ntara dalam hukum 

positif, tanggung jawab te.rse.but dile.mbagakan se.cara siste.matis me.lalui 

BNPB dan BPBD yang be.rfungsi me.lakukan pe.re.ncanaan, koordinasi, dan 

pe.laksanaan pe.nanggulangan be.ncana se.cara profe.sional dan 

be.rke.sinambungan. 

                                                
7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2017), h. 557. 
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2. Bentuk-Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah  

Adapun be.ntuk-be.ntuk badan pe.nanggulangan be.ncana dalam fiqh 

siyasah yaitu: 

a. Wilāyatul hisbah (fungsi pe.ngawasan dan pe.nce.gahan) 

Hisbah adalah le.mbaga yang be.rtugas me.lakukan pe.ngawasan 

moral dan sosial dalam masyarakat untuk me.ne.gakkan amar ma‟ruf 

nahi munkar. Dalam konte.ks pe.nanggulangan be.ncana, hisbah 

be.rfungsi se.bagai pe.ngawas te.rhadap pe .langgaran lingkungan dan 

pe.mbangunan yang me .nimbulkan risiko be.ncana, se.rta me.nyuarakan 

pe.ringatan dini te.rhadap pote.nsi ke.rusakan. 

b. Wilāyatul ammah (fungsi pe.layanan umum dan ke.se.jahte.raan) 

Wilāyah ammah adalah otoritas pe.me.rintah dalam me.mbe.rikan 

layanan publik, te.rmasuk pe.rlindungan dan pe.mulihan korban be.ncana, 

pe.nye .diaan sarana darurat, se.rta pe.mulihan sosial dan e.konomi pasca 

be.ncana. Ini me.nce.rminkan pe.ran pe.me.rintah yang be.rtanggung jawab 

atas ke.se.jahte.raan umat. 

c. Le .mbaga darurat (wilayah krisis / situasi gawat darurat) 

Le .mbaga ini be.rsifat fle.ksibe.l, re.sponsif, dan be.rope.rasi pada 

kondisi luar biasa yang me.me.rlukan ke .bijakan ce.pat. Dalam fiqh 

siyasah, darurat me.mbe.ri ruang bagi pe.me.rintah untuk me.ngambil 

tindakan istime.wa de.mi me.nye .lamatkan jiwa dan ke.pe.ntingan umum, 

bahkan jika hal itu me.nyimpang dari prose.dur normal. 
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3. Jenis-Jenis Bencana  

Pe.ristiwa be.ncana ditunjukkan dalam te.ks al-Quran Dan Hadis 

dapat diklasifikasikan me.njadi:
8
 

a. Be.ncana Alam. Di antara be.ntuk-be.ntuknya antara lain:  

1) Ge.mpa bumi, yaitu ge.taran atau guncangan yang te.rjadi di 

pe.rmukaan bumi yang dise.babkan ole.h tumbukan antar le.mpe.ng 

bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. 

Firman Allah Swt Q.S. al-A‟rāf (7): 7:  

 جّثِمِيَْٓ دَارِهِْٓ فِْٓ فاََصْبَحُوْا الرَجْفَةُٓ فاََخَذَتُْْمُٓ
Artinya:  “Kare.na itu me.re.ka ditimpa ge.mpa, maka jadilah 

me.re.ka mayat-mayat yang be.rge.limpangan di te.mpat 

tinggal me.re.ka”  
 

2) Le .tusan gunung api. Me.rupakan bagian dari aktivitas vulkanik 

yang dike.nal de.ngan istilah “e.rupsi”. Bahaya le.tusan gunung api 

dapat be.rupa awan panas, lontaran mate.rial (pijar), hujan abu le.bat, 

lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar. Pe.ristiwa le.tusan gunung 

dise.butkan dalam firman Allah Swt Q.S. an-Naml (27): 88: 

بُُاَ الجِْبَالَٓ وَترََى س َ ي الَِٓ صُنْعَٓ السَحَابِٓ مَرَٓ ثمَُرُّٓ وَهَِٓ جَامِدَةًٓ تََْ ءٍٓ كَُٓ أَثقْنََٓ الََِّ ههَُٓ شََْ
ِ
 ا

  ثفَْعَلوُنَٓ بِمَا خَبِيٌٓ
Artinya:  “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia 

te.tap di te.mpatnya, padahal ia be.rjalan se.bagai jalannya 

awan. (Be.gitulah) pe.rbuatan Allah yang me.mbuat 

de.ngan kokoh tiap-tiap se.suatu; se.sungguhnya Allah 

Maha Me.nge.tahui apa yang kamu ke.rjakan”  

 

 

                                                
8
 Himpunan Putusan Tarjih 3, Fikih Kebencanaan, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 

2018),h 36.  
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3) Tanah longsor, adalah salah satu je.nis ge.rakan massa tanah atau 

batuan, ataupun pe.rcampuran ke.duanya, me.nuruni atau ke.luar 

le.re.ng akibat te.rganggunya ke.stabilan tanah atau batuan pe.nyusun 

le.re.ng. 

4) Banjir, yaitu pe.ristiwa atau ke.adaan dimana te.re.ndamnya suatu 

dae.rah atau daratan kare.na volume. air yang me.ningkat. Banjir 

bandang adalah banjir yang datang se.cara tiba-tiba de.ngan de.bit air 

yang be.sar yang dise.babkan te.rbe.ndungnya aliran sungai pada alur 

sungai.  

b. Be.ncana Non-alam be.ntuk-be.ntuknya antara lain: 

1) Ke.gagalan te.knologi, yaitu se.mua ke.jadian be.ncana yang 

diakibatkan ole.h ke.salahan de.sain, pe.ngope.rasian, ke.lalaian dan 

ke.se.ngajaan manusia dalam pe.nggunaan te.knologi industri.  

2) Wabah, yaitu ke.jadian be.rjangkitnya suatu pe.nyakit me.nular dalam 

masyarakat yang jumlah pe.nde.ritanya me.ningkat se.cara nyata 

me.le.bihi dari ke.adaan yang lazim pada waktu dan dae.rah te.rte.ntu 

se.rta dapat me.nimbulkan malape.taka. 

 

3) Konflik sosial atau huru hara adalah suatu ge.rakan massal yang 

be.rsifat me.rusak tatanan dan tata te.rtib sosial yang ada, yang dipicu 

ole.h ke.ce.mburuan sosial, budaya dan e.konomi yang biasanya 

dike.mas se.bagai pe.rte.ntangan antar suku, agama, ras (SARA). 

Firman Allah Swt Q.S. ar-Rūm (30): 41: 
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ي بعَْضَٓ لِيُذِيقهَمُ الناَسِٓ أَيدِْي كَسَبتَْٓ بِمَا وَالبَْحْرِٓ البَِّْٓ فِٓ الفَْسَادُٓ ظَهَرَٓ  لعََلهَُمْٓ عََِلوُا الََِّ

  يرَْجِعُونَٓ
Artinya:  “Te.lah nampak ke.rusakan di darat dan di laut 

dise.babkan kare.na pe.rbuatan tangan manusia, supaya 

Allah me.rasakan ke.pada me.re.ka se.bahagian dari 

(akibat) pe.rbuatan me.re.ka, agar me.re.ka ke.mbali (ke. 

jalan yang be.nar)”  
 

4) Te.ror, yaitu aksi yang dilakukan ole.h se.tiap orang yang de.ngan 

se.ngaja me.nggunakan ke.ke.rasan atau ancaman ke.ke.rasan se.hingga 

me.nimbulkan suasana te.ror atau rasa takut te.rhadap orang se.cara 

me.luas atau me.nimbulkan korban yang be.rsifat masa. 

Pe.ristiwa alam yang te.rjadi tidak se.rta me.rta dapat dise.but 

se.bagai be.ncana. Kare.na pe.ristiwa te.rse.but adalah se.buah 

fe.nome.na rutin dan siklus alam. Pe.ristiwa te.rse.but baru dikatakan 

se.bagai be.ncana bila kita tidak me.mpe.rhitungkan risiko de.ngan 

me.mpe.rsiapkan diri de.ngan baik, se.hingga ke.mudian 

me.ngakibatkan timbulnya ke.rusakan, sakit, atau bahkan ke.hilangan 

jiwa. 

4.  Penyebab Terjadinya Bencana  

a. Be.ncana te .rjadi atas ke.he.ndak Allah SWT 

Be.ncana dalam kaitannya de.ngan ke .he.ndak Allah SWT ini 

Dije.laskan dalam al-Qur‟an surah At- Taghabun/64: 11 se.bagai 

be.rikut: 

صِيْبَةٍٓ مِنْٓ اَصَابَٓ مَآٓ ذْنِٓ اِلَّٓ مُّ ِهٓ بِِِ ُّؤْمِنْٓ  وَمَنْٓ الّّ ِٓ ي هٓ يََْدِٓ بِِلّّ ُٓ قلَبَْه  ءٍٓ بِكُِّٓ وَالّّ  علَِيٌْٓ شََْ

Artinya:  “Tidak ada suatu musibah pun yang me.nimpa se.se.orang 

ke.cuali de.ngan izin Allah, dan barang siapa yangbe.riman 
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ke.pada Allah niscaya dia akan me.mbe.ri pe.tunjuk ke.pada 

hatinya. Dan Allah Maha me.nge.tahui se.gala se.suatu”
9
 

 

Ayat di atas me.mbe.rikan pe.mahaman bahwa se.mua be.ncana 

adalah atas izin Allah SWT. De.ngan de.mikian tidak ada se.suatu 

me.nimpa manusia yang be.rupa ke.baikan atau ke.burukan ke.cuali atas 

ke.he.ndak Allah SWT. 

2. Be.ncana te .rjadi akibat pe.rbuatan manusia  

Se.bagaimana Allah be.rfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41: 

ي بعَْضَٓ لِيُذِيقَهمُ الناَسِٓ أَيدِْي كَسَبتَْٓ بِمَا وَالبَْحْرِٓ البَِّْٓ فِٓ الفَْسَادُٓ ظَهرََٓ لوُا الََِّ  لعََلهَمُْٓ عََِ

  يرَْجِعُونَٓ
Artinya:  ”Te.lah tampak ke.rusakan di darat dan di laut dise.babkan 

kare.na pe.rbuatan tangan manusia, Allah me.nghe.ndaki agar 

me.re.ka me.rasakan se.bagian dari (akibat) pe.rbuatan me.re.ka, 

agar me.re.ka ke.mbali (ke. jalan yang be.nar).”
10

 
 

Ada dua be.ntuk pe.rusakan yang dilakukan ole.h manusia di 

muka bumi, yaitu pe.rusakan se.cara fisik (pe.rusakan alam yang 

me.ngakibatkan ke.hilangan fungsi dan manfaatnya yang ke.mudian 

me.nimbulkan ke.kacauan), dan pe.rusakan se.cara psikis (pe.rusakan 

te.rhadap manusia itu se.ndiri, mulai dari te.rkikisnya akhlak dan moral 

manusia dalam me.njalankan ke.hidupannya). Se.hingga Allah SWT 

me.ngingatkan ke.pada manusia bahwa akibat pe.rbuatannya be.rupa 

ke.rusakan dan ke.jahatan te.rhadap lingkungan akan be.rdampak pada 

ke.hancurannya se.ndiri.  

 

                                                
9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2017), h. 557. 
10

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2017), h. 408. 
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3. Bencana te.rjadi te.lah t .ertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) 

Dite.gaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Hadid/57: 22 yang 

be.rbunyi se.bagai be.rikut: 

اِنَٓ اَهَاهٓ نْٓقبَْلِٓاَنْٓهبََْ ٓكِتّبٍٓمِّ ٓاِلَّٓفِْ ٓاَهفُْسِكُُْ ٓ صِيْبَةٍٓفِِٓالَّْرْضِٓوَلَّٓفِْ ٓٓمَآٓاَصَابَٓمِنْٓمُّ ِ ٓعلَََٓالّّ ذّلَِِ
رٓ  يسَِيٌْ

Artinya:  “Se.tiap be.ncana yang me.nimpa di bumi dan yang me.nimpa 

dirimu se.ndiri, se.muanya te.lah te.rtulis dalam kitab (Lauhul 

Mahfuzh) se.be.lum kami me.wujudkannya. Sungguh, yang 

de.mikian itu mudah bagi Allah.”
11

 

 

Ayat te.rse.but me.nje.laskan bahwa pe.ne.tapan se.mua musibah yang 

te.rjadi, te.lah ada dalam kitab (Lauhul Mahfuzh). Pada dasarnya kita 

se.bagai manusia yang be.rakal dituntut untuk se.lalu me.njaga ke.se.imbangan 

lingkungan, se.pe.rti yang te.lah dije.laskan dalam Q.S Al A‟raf ayat 56 

yaitu: 

ا بعَْدَٓ الَّْرْضِٓ فِِٓ ثفُْسِدُوْا وَلَّٓ ِٓ رَحَْْتَٓ اِنَٓ وَطَمَعًاهٓ خَوْفاً وَادْعُوْهُٓ اِصْلََحَِِ نَٓ قرَيِبٌْٓ الّّ  مِّ

نِيَْٓ  المُْحْس ِ
Artinya: “Dan janganlah kamu be.rbuat ke.rusakan di muka bumi se.sudah 

(Allah) me.mpe.rbaikinya dan be.rdo‟alah ke.padanya de.ngan rasa 

takut (tidak akan dite.rima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Se.sungguhnya rahmat Allah amat de.kat ke.pada orang-orang 

yang be.rbuat baik.”
12

 

 

Ada be.be.rapa sikap dalam me.nghadapi be.ncana te.ntang bagaimana 

e.tika dalam me.nghadapi musibah, di antaranya adalah sabar ke.tika musibah 

datang de.ngan me.mpe.rbanyak ibadah shalat se.bagai pe.nolong, ke.mudian 

manusia dipe.rintahkan untuk be.rsyukur, be.rtawakal, se.rta me.mbangun sikap 

                                                
11

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2017), h. 540. 
12

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2017), h. 157. 
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optimisme. yakin bahwa di  balik se.tiap ke.te.tapan Allah SWT ada 

hikmahnya.
13

 

Dalam konse.p islam, musibah de.mi musibah yang me.nimpa itu pe.rlu 

dihadapi se.bagai ladang untuk be.ribadah ke.pada Allah SWT. Maksudnya 

adalah, musibah akan se.lalu ada me.nghiasi ke.hidupan kita, maka se.bagai 

muslim pe.rlu me.nghadapi musibah te.rse.but de.ngan cara-cara yang te.lah 

dianjurkan ole.h Allah SWT agar me.mbuahkan pahala dan me.ndapatkan 

rahmat dari-Nya.
14

 

  

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007  

1. Pengertian BPBD  

Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah (BPBD) adalah le.mbaga 

Pe.me.rintah yang me.laksanakan tugas pe.nanggulangan be.ncana di dae.rah 

baik Provinsi maupun kabupate.n/kota de.ngan be.rpe.doman pada ke.bijakan 

yang dite.tapkan ole.h Badan Koordinasi Nasional.
15

 

Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah adalah le.mbaga 

pe.me.rintah Non-de.parte.me.n yang me.laksanakan tugas pe.nanggulangan 

be.ncana di dae.rah baik Provinsi maupun kabupate.n/kota de.ngan 

be.rpe.doman pada ke.bijakan yang dite.tapkan ole.h Badan Nasional 

                                                
13

Sirojudin, Hakekat Ikhlas dan Indahnya Kesabaran, (Jakarta: Perspektif Media 

Komunika, 2008), h.36.  
14

 Yunardi Syukur, Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah, (Bekasi: Al-Maqfirah, 

2011), Cet. Ke-1, h. 4. 
15

 Sugipto Beong, et.al., ”Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda” dalam Journal Ilmu Pemerintahan FISIP 

Universitas Mulawarman, Volume 6., No. 4., (2018), h. 776-779. 
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Pe.nanggulangan Be.ncana.
16

 Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah 

dibe.ntuk be.rdasarkan Pe.raturan Pre.side.n Nomor 8 Tahun 2008, 

me.nggantikan Satuan Koordinasi Pe.laksana Pe.nanganan Be.ncana 

(Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pe.laksana Pe.nanganan Be.ncana 

(Satlak PB) di tingkat Kabupate.n/Kota, yang ke.duanya dibe.ntuk 

be.rdasarkan Pe.raturan Pre.side.n Nomor 83 Tahun 2005. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 te.rdiri dari 13 bab 54 pasal 

me.ngatur te.ntang Pe.nanggulangan Be.ncana di Indone.sia. Undang-Undang 

ini be.risi ke.te.ntuan me.nge.nai upaya pe.me.rintah dalam me .lindungi 

masyarakat dari risiko be.ncana, baik be.ncana alam maupun non-alam. 

Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk me.nciptakan siste.m 

pe.nanggulangan be.ncana yang e.fe.ktif, te.rkoordinasi, dan 

be.rke.sinambungan, se.hingga dampak be.ncana bisa dikurangi dan 

ke.hidupan masyarakat yang te.rdampak dapat dipulihkan de.ngan ce.pat.  

2. Tugas dan fungsi BPBD  

Be.rdasarkan Undanng-Undang Nomor 24 Tahun 2007  Badan 

Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah (BPBD) me.miliki fungsi dan tugas 

diantaranya se.bagai be.rikut:  

Fungsi Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah:  

a. Pe.rumusan dan pe.ne.tapan ke.bijakan pe.nanggulangan be.ncana dan 

pe.nanganan pe.ngungsi de.ngan be .rtindak ce.pat dan te.pat, e.fe.ktif dan 

e.fisie.n se.rta  

                                                
16

  https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah diakses pada 

tanggal 5 Oktober 2024 pukul 15.00 wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah
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b. Pe.ngoordinasian pe.laksanaan ke.giatan pe.nanggulangan be.ncana se.cara 

te.re.ncana, te.rpadu, dan me.nye .luruh. 
17

 

Tugas Badan Pe.nanggulangan Be .ncana Dae.rah diantaranya:  

a. Me.ne.tapkan pe.doman dan pe.ngarahan se.suai de.ngan ke.bijakan 

pe.me.rintah dae.rah dan Badan Nasional Pe.nanggulangan Be.ncana 

te.rhadap usaha pe.nanggulangan be.ncana yang me.ncakup pe.nce.gahan 

be.ncana, pe.nanganan darurat, re.habilitasi, se.rta re.konstruksi se.cara 

adil dan se.tara.
18

 

b. Me.ne.tapkan standardisasi se.rta ke.butuhan pe.nye.le.nggaraan 

pe.nanggulangan be.ncana be.rdasarkan Pe.raturan Pe.rundang-undangan 

c. Me.nyusun, me.ne.tapkan, dan me.nginformasikan pe.ta rawan be.ncana 

d. Me.nyusun dan me.ne.tapkan prose.dur te.tap pe.nanganan be.ncana  

e. Me.laksanakan pe.nye.le.nggaraan pe.nanggulangan be.ncana pada 

wilayahnya 

f. Me.laporkan pe.nye.le.nggaraan pe.nanggulangan be.ncana ke.pada ke.pala 

dae.rah se.tiap se.bulan se.kali dalam kondisi normal dan se.tiap saat 

dalam kondisi darurat be.ncana 

g. Me.nge.ndalikan pe.ngumpulan dan pe.nyaluran uang dan barang 

h. Me.mpe.rtanggungjawabkan pe.nggunaan anggaran yang dite.rima dari 

Anggaran Pe.ndapatan dan Be.lanja Dae .rah dan 

                                                
17

 Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 20  Tentang fungsi 

Badan Penanggulangan Bencana. 
18

   Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 21 Tentang tugas 

Badan Penanggulangan Bencana. 
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i. Me.laksanakan ke.wajiban lain se.suai de.ngan Pe.raturan Pe.rundang-

undangan. 

Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah te.rdiri atas unsur, 

pe.ngarah pe.nanggulangan be.ncana dan pe.laksana pe.nanggulangan 

be.ncana di dae.rah dalam upaya pe.nindakan yang ce.pat dan te.pat se.rta 

e.fe.ktif dan e.fisie.n dalam pe.nanganan pe.ngungsi de.ngan pe.ngoordinasian 

ke.giatan pe.nanggulangan be.ncana se.cara te.re.ncana, e.fe.ktif, dan 

me.nye .luruh. 

3. Prinsip penanggulangan Bencana  

Prinsip dalam pe.nye .le.nggaraan pe.nanggulangan be.ncana, yaitu: 
19

 

a. Ce.pat dan te.pat, bahwa dalam pe.nanggulangan be.ncana harus 

dilaksanakan se.cara ce.pat dan te.pat se.suai de.ngan tuntutan ke.adaan 

b. Prioritas, bahwa apabila te.rjadi be.ncana, ke.giatan pe.nanggulangan 

harus me.ndapat prioritas dan diutamakan pada ke .giatan pe.nye .lamatan 

jiwa manusia. 

c. Koordinasi dan ke.te.rpaduan, bahwa dalam pe.nanggulangan be.ncana. 

Didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling me.ndukung. 

d. Be.rdaya guna dan be.rhasil guna, adalah bahwa dalam me.ngatasi 

be.ncana atau ke.sulitan masyarakat dilakukan de.ngan tidak me.mbuang 

waktu te.naga dan biaya yang be.rle.bihan 

e. Transpuransi dan akuntabilitas, adalah bahwa pe.nanggulangan be.ncana 

dilakukan se.cara te.rbuka dan dapat dipe.rtanggungjawabkan. 

Se.dangkan prinsip akuntabilitas adalah bahwa pe.nunggulangan 

                                                
19

 Massi Randy Atma R. “Urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hakam 13.1 (2019): 73-96    
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be.ncana dilakukan se.cara te.rbuka dan dapat dipe.rtanggungjawabkan 

se.cara e.tik dan hukum. 

f. Ke.mitruan, yaitu pe.nanggulangan be.ncana dilakukan ole.h se.mua pihak 

be.ke.rjasama de.ngan pe.me.rintah. 

g. Pe.mbe.rdayaan, yaitu me.mbe.rikan ke.mampuan dan me.mandirikan 

masyarakat dalam me.nghadapi be.ncana. 

h. Nondiskriminatif, bahwa Ne.gara dalam pe .nanggulangan be.ncana tidak 

me.mbe.rikan pe.rlakuan yang be.rbe.da te.rhadap je.nis ke.lamin, suku, 

agama, ras dan aliran politik apapun. 

i. Nonprole.tisi, adalah dilarang me.nye .barkan agama atau ke.yakinan pada 

saat ke.adaan darurat be.ncana, te.rutama me.lalui pe.mbe.rian bantuan dan 

pe.layanan darurat be.ncana. 

4. Tujuan Penanggulangan Bencana 

Tujuan pe.nanggulangan be.ncana dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 

2007  Pe.nanggulangan be.ncana be.rtujuan untuk: 
20

 

a. Me.mbe.rikan pe.rlindungan ke.pada masyarakat dari ancaman be.ncana 

b. Me.nye .laraskan pe.raturan pe.rundang-undangan yang sudah ada 

c. Me.njamin te.rse.le.nggaranya pe.nanggulangan be.ncana se.cara te.re.ncana, 

te.rpadu, te.rkoordinasi, dan me.nye .luruh 

d. Me.nghargai budaya lokal 

e. Me.mbangun partisipasi dan ke.mitraan publik se.rta swasta 

                                                
20

 Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 4 Tentang tujuan 

Penanggulangan Bencana. 
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f. Me.ndorong se.mangat gotong royong, ke.se.tiakawanan, dan 

ke.de.rmawanan, dan  

g. Me.nciptakan pe.rdamaian dalam ke.hidupan be.rmasyarakat, be.rbangsa, 

dan be.rne.gara. 

Tujuan pe.nanggulangan be.ncana dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 

2007 me.nunjukkan bahwa ne.gara tidak hanya fokus pada pe.nanganan 

te.knis be.ncana, te.tapi juga pada pe.rlindungan masyarakat, pe.nguatan nilai 

sosial, se.rta ke.rja sama lintas se.ktor. Hal ini me.nce.rminkan pe.nde.katan 

holistik yang me.njadikan pe.nanggulangan be.ncana se.bagai tanggung 

jawab be.rsama untuk me.wujudkan ke.tahanan, solidaritas, dan ke.damaian 

dalam ke.hidupan be.rbangsa. 

5. Tahap Penanggulangan Bencana  

Tahapan Pe.nanggulangan Be.ncana me.nurut Warto Pe.nanganan 

be.ncana harus dilakukan jauh se.be.lum be.ncana te.rjadi dan juga se.te.lah 

te.rjadinya be.ncana.
21

 Be.rikut tahapan pe.nanggulangan be.ncana, yang 

me.liputi ke.giatan prabe.ncana (pe.nce.gahan,ke.siapsiagaan, mitigasi), 

Tanggap darurat dan pasca be.ncana/ pe.mulihan (re.habilitas, re.konstruksi): 

a. Pra Be.ncana Be.ncana hampir se.luruhnya datang me.ndadak, ole.h 

kare.na itu pe.rlu me.mpe.rsiapkan se.gala se.suatu yang dipe.rlukan 

apabila te.rjadi musibah. Apalagi pada dae.rah yang tidak te.rduga akan 

te.rjadi be.ncana, kare.na tidak te.rmasuk dae.rah rawan be.ncana se.bab 

sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pe.rnah ada be.ncana didae.rah 

                                                
21

 Warto, Uji coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era 

Otonomi Daerah, (Yogyakarta:Departemen Sosial RI, 2003), Hal. 12 
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te.rse.but. Tahap ini dapat dilakukan dari pe.nce.gahan, ke.sigapan dan 

mitigasi. 

b. Tanggap Darurat (re.sponse.) Pe.nanganan saat te.rjadi be.ncana adalah 

se.mua ke.giatan yang dilakukan ke.tika be.ncana me.landa, yang 

tujuannya adalah me.nye.lamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan 

harta be.nda. Me.liputi ke.giatan e.vakuasi korban ke. te.mpat 

pe.nampungan se.me.ntara, pe.nye.le.nggaraan dapur umum, distribusi 

atau pe.nyaluran bantuan dalam be.ntuk pangan, sandang, obat-obatan, 

bahan bangunan, pe.ralatan e.konomis-produktif (se.pe.rti alat pe.rtanian 

dan pe.rtukangan) se.rta uang se.bagai modal awal hidup pasca be.ncana, 

pe.ndataan korban dan jumlah ke.rugian mate.rial (harta be.nda). 

c. Pasca Be.ncana (Pe.mulihan/re.cove.ry) Bantuan ke.manusiaan, 

re.habilitasi dan re.konstruksi adalah se.gala be.ntuk ke.giatan yang 

dilaksanakan se.te.lah te.rjadinya be.ncana, untuk se.cara be.rurut 

me.nye .lamatkan nyawa manusia dan me.me.nuhi ke.butuhan 

ke.manusiaan yang me.nde.sak, me.mulihkan ke.giatan normal dan 

me.mulihkan infrastruktur fisik se.rta pe.layanan masyarakat, 

pe.mbangunan hunian se.me.ntara,pe.nye .baran informasi publik, 

pe.ndidikan ke.se.hatan dan ke.se.lamatan, re.konstruksi, program 

konse.ling dan studi me.nge.nai dampak e.konomi yang ditimbulkan. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pe.ne.litian te.rdahulu me.rupakan salah satu acuan dalam 

me.lakukan pe.ne.litian se.hingga pe.nulis bisa me.mpe.rbanyak konse.p yang 

digunakan dalam me.ngkaji pe.ne.litian yang akan dilakukan. Adapun be.be.rapa 

pe.ne.litian te.rdahulu yang me.njadi landasan dalam me.lakukan pe.ne.litian ini 

diantaranya se.bagai be.rikut: 

1. Jurnal pe.rtama dilakukan ole.h sugipto Beong de.ngan judul peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Me.nangani Be.ncana 

Alam di Kota Samarinda. Adapun pe.rbe.daan pe.ne.litiannya yaitu jurnal 

te.rse.but me.mfokuskan te.mpat di Samarinda . Se.dangkan yang pe.ne.liti 

te.liti di kota Padang Panjang Provinsi Sumate.ra Barat, pada jurnal te.rse.but 

me.mbahas me.nge.nai bencana alam. Se.dangkan yang pe.ne.liti te.liti pe.ran 

BPBD dalam Me.nanggulangi letusan gunung Marapi. 

2. Jurnal ke.dua dilakukan ole.h Massi Randy Atma R de.ngan judul urgensi 

Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana 

Bilancic formal Stadi  Rama Syariah dan Hukum. Adapun pe.rbe.daan 

pe.ne.litiannya yaitu pe.ne.litian te.rse.but me.mfokuskan pada peraturan 

daerah se.dangkan yang pe.ne.liti te.liti fokus pada undang-undang, jurnal 

te.rse.but me.mbahas me.nge.nai urgensi peraturan daerah dalam 

penyelenggaraan bencana. Se.dangkan yang pe.ne.liti te.liti pe.ran BPBD 

dalam me.nanggulangi letusan gunung Marapi dan pe.ne.liti te.liti te.rfokus 

pada bidang ilmu Hukum Tata Ne.gara. 

3. Jurnal ke.tiga dilakukan oleh Ahmad et al de.ngan judul Manajemen 

Strategi Penanggulangan Banjir Bandang oleh BPBD Pasaman Adapun 
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pe.rbe.daannya yaitu tempatnya dilakukan di Pasaman se.dangkan yang 

pe.ne.liti te.liti di Kota Padang panjang Provinsi Sumate.ra Barat, pe.ne.litian 

te.rse.but me.ne.liti te.ntang manajemen strategi penanggulangan banjir. 

Se.dangkan yang pe.ne .liti te.liti pe.ran BPBD dalam Me.nanggulangi letusan 

gunung Marapi yang te.rfokus pada bidang ilmu Hukum Tata Ne.gara. 

4. Jurnal keempat dilakukan oleh Manik  dengan judul Peran BPBD terhadap 

Penanggulangan Bencana Alam di Tanah Datar adapun perbedaannya 

yaitu dalam jurnal tersebut membahas tentang tanah longsor Padang 

Ganting, menggunakan pendekatan wawancara dan observasi, 

menyimpulkan BPBD telah melaksanakan pencegahan, pengamanan, dan 

sosialisasi dengan baik sedangkan yang peneliti teliti tentang peran BPBD 

dalam menanggulangi letusan gunung Merapi. 

5. Jurnal kelima dilakukan oleh Novita dengan judul Efektivitas 

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh BPBD Kecamatan 

Rupat, Bengkalis perbedaannya terletak pada  jenis bencana yang 

ditanggulangi serta daerah tempat terjadinya bencana. 

 

 

 

 

  



 

26 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Pe.ne.litian ini me.rupakan pe.ne.litian lapangan (Fie.ld Re.se.arch) yaitu 

lokasi yang me.nitik be.ratkan ke.pada Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah 

(BPBD).
22

 Pe.ne.litian ini be.rsifat sosiologis hukum dimana pe.ne.litian be.rupa 

studi-studi e.mpiris untuk me.ne.mukan te.ori-te.ori me.nge.nai prose.s te.rjadinya 

de.ngan me.nge.nai prose.s be.ke.rjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu de.ngan 

cara me.lakukan surve.y langsung ke.lapangan untuk me.ngumpulkan data 

prime.r dan dise.rtai de.ngan data se.kunde.r yang didapat langsung dari 

Re.sponde.n me.lalui obse.rvasi, wawancara, dokume.ntasi, se.rta kajian pustaka 

untuk dijadikan data atau informasi se.bagai bahan dalam pe.nulisan pe.ne.litian 

ini. 

Adapun dalam pe .ne.litian ini pe.ne.litian lapangan (fie.ld re.se.arch) 

be.rtujuan untuk me.nge.tahui obye.k pe.rmasalahan yang te.rjadi di lapangan 

yaitu pe.ran BPBD dalam me.nangani be.ncana e.rupsi gunung Marapi 

Se.dangkan pe .ne.litian pustaka (library re.se.arch) be.rtujuan untuk me.nge.tahui 

Analisis Pe.laksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 te.ntang 

Pe.ran Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah Kota Padang Panjang 

pe.rspe.ktif fiqih siyasah.  

                                                
22

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010),  hlm. 42. 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam pe.ne.litian Analisis Pe.laksanaan pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 te.ntang Pe.ran Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah 

Kota Padang Panjang pe.rspe.ktif fiqih siyasah  pe.ne.tapan lokasi pe.ne .litian 

yaitu instansi BPBD Kota Padang Panjang dan rumah pe.nduduk yang 

te.rdampak be .ncana.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subje.k pe.ne.litian se.bagai infomasi, yang artinya orang pada latar 

pe.ne.litian yang dimanfaatkan untuk me.mbe.rikan informasi te.ntang situasi dan 

kondisi latar pe.ne.litian.
23

 De.ngan de.mikian subje.k pada pe.ne.litian ini adalah 

Ke.pala Bidang Pe.nce .gahan dan Ke.siapsiagaan, Ke.pala Bidang Ke.daruratan 

dan Logistik, Ke.pala Bidang Re.habilitasi dan Re.konstruksi, dan tokoh 

masyarakat  

Obje.k pe.ne.litian ini adalah Pe.laksanaan pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 te.ntang Pe.ran Badan Pe.nanggulangan Be.ncana Dae.rah 

Kota Padang Panjang pe.rspe.ktif fiqih siyasah. 

  
D. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah totalitas dari se.mua obje.k atau individu yang me.miliki 

karakte.ristik te.rte.ntu, je.las dan le.ngkap. Obje.k atau nilai yang dapat dite.liti 

dapat be.rupa orang, pe.rusahaan, le.mbaga, me.dia dan se.bagainya.
24

 Dalam 

pe.ne.litian ini populasinya yaitu di kantor Badan Pe.nanggulangan Be.ncana 

Dae.rah (BPBD) Kota Padang Panjang. Pe.ne.litian dilakukan se.cara langsung 

ole.h pe.ne.liti dilokasi pe.ne.litian. Pe.ne.liti me.nggunakan populasi untuk 

                                                
23

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 

2015), cet. Ke-22, h. 205. 
24

 Susiadi, Metodologi Penelitian....,h.170. 
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me.nye .butkan se.luruh e.le.me.n/anggota dari se.luruh wilayah yang me.njadi 

sasaran pe.ne.liti.  

Sampe.l adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara 

representatif.
25

 Se.pe.rti yang te.lah Dije.laskan ole.h Tatang M. Amirin bahwa 

sampe.l adalah obje.k dari populasi yang diambil me.lalui te.knik sampling. 

Pe.ne.ntuan sampe.l dalam te.knik ini de.ngan pe.rtimbangan khusus se.hingga 

layak dijadikan sampe.l. Adapun yang dijadikan sampe.l yaitu Ke.pala Bidang 

Ke.daruratan dan Logistik, Ke.pala Bidang Re.habilitasi dan Re.konstruksi, 

ke.pala bidang pe.nce.gahan dan ke.siapsiagaan pada kantor BPBD Kota Padang 

Panjang yang be.rjumlah 3 orang se.rta masyarakat yang te.rdampak be.ncana 

E.rupsi gunung Marapi te.rse.but de.ngan jumlah 6 orang.  

 

E. Sumber Data  

Tabel 3.1  

Sumber Data 

Data Primer Data Sekunder 

Data prime .r adalah data yang 

dipe.role .h langsung dari pe.tugas 

BPBD Kota Padang Panjang 

se.me .ntara me .nurut Abdurahman 

Fathoni me .ngungkapkan bahwa 

data prime .r adalah data yang 

langsung dikumpulkan ole.h pe .ne.liti 

dari sumbe.r pe .rtama.
26

 Dalam 

pe.ne .litian ini yang me .njadi sumbe.r 

data prime .r adalah data yang 

dipe.role .h dari hasil pe .ne.litian pada 

kantor BPBD Kota Padang Panjang  

Data se .kunde.r adalah data yang 

me.ndukung data prime .r yang te .rdiri 

dari buku-buku, jurnal atau skripsi, 

se.me .ntara me .nurut Abdurahman 

Fathoni 
27

adalah data yang sudah jadi 

biasanya te .lah te.rsusun dalam be.ntuk 

dokume.n, misalnya me.nge .nai data 

de.mografis suatu dae .rah dan 

se.bagainya. Data se .kunde.r yang 

dipe.role .h pe.ne .liti dari buku-buku yang 

me.mpunyai re .le.vansi de.ngan 

pe.rmasalahan yang akan dikaji dalam 

pe.ne .litian ini. 

                                                
                

25
 Zuchri Abdussamad, Metode penelitian kualitatif (Makassar: Syakir Media Press 

2021),h. 131 
26

 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h 38 
27

 Ibid, h. 40. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk me.ndapatkan data ,dipe.rlukan te.knik pe.ngumpulan data se.bagai 

be.rikut: 

1. Obse.rvasi, adalah pengumpulan langsung data dari lapangan.
28

 

Pe.ngamatan dan pe.ncatatan yang siste.matis te.rhadap ge.jala-ge.jala yang 

dite.liti . Pe.ne.litian turun langsung ke. lapangan. 

2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
29

 Prose.s pe.ngumpulan data 

dilakukan de.ngan me.wawancarai subje.k pe.ne.litian dan me.ngajukan 

pe.rtanyaan langsung ole.h pe.wawancara ke.pada re.sponde.n, dan jawaban-

jawaban re.sponde.n dicatat atau dire.kam. 

3. Dokume.ntasi, adalah me.ncari data me.nge.nai hal-hal atau variabe.l yang 

be.rupa buku, surat, majalah , age.nda dan lainya.
30

  Dokume.ntasi pe.ne.litian 

ini me.rupakan suatu hal yang dilakukan ole.h pe.ne.liti guna me.ngumpulkan 

data dari be.rbagai hal, bisa be.rbe.ntuk gambar atau tulisan se.pe.rti arsip-

arsip dan juga buku buku te.ntang pe.ndapat, te.ori, dalil atau hukum-hukum 

yang be.rhubungan de.ngan masalah pe.ne .litian. 

                                                
                 

28
 Nazar Naamy, Metodologi penelitian kualitatif dasar-dasar & aplikasinya 

(Mataram:  pusat penelitian dan publikasi ilmiah 2019)h.138 
29

Umar Sidiq, Metode penelitian kualitatif dibidang pendidikan,(Ponorogo:Nata 

Karya,2019), h.65 
30

 Suharismi Arikunto, Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarata : Rinake 

Cipta 2006), h. 231 
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4. Studi Ke.pustakaan, adalah yaitu pengumpulan data yang berasal dari 

bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang data 

yang berasal dari responden melalui kegiatan observasi maupun 

wawancara.
31

 

G. Teknik Analisis Data 

Me.nurut Sugiyono analisis data adalah prose.s me.ncari dan me.nyusun 

se.cara siste.matis data yang dipe.role.h dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokume.ntasi, de.ngan cara me.ngorganisasikan data ke. dalam kate.gori, 

me.njabarkan ke.dalam unit-unit, me.lakukan sinte.sa, me.nyusun ke. dalam pola, 

me.milih mana yang pe.nting dan yang akan dipe.lajari, dan me.mbuat 

ke.simpulan se.hingga mudah dipahami ole.h diri se.ndiri maupun orang lain. 

Pe.ne.liti me.nganalisis data yang dipe.role.h de.ngan me.tode. analisis de.skriptif 

kualitatif. 

Me.nurut I Made. Winartha,
32

me.tode. analisis de.skriptif kualitatif adalah 

me.nganalisis, me.nggambarkan, dan me.ringkas be.rbagai kondisi, situasi dari 

be.rbagai data yang dikumpulkan be.rupa hasil wawancara atau pe.ngamatan 

me.nge.nai masalah yang dite.liti yang te.rjadi di lapangan. 

 

H. Teknik Penulisan  

1. De.skriptif, yaitu de.ngan me.nggambarkan subje.k dan obje.k pe.ne.litian 

be.rdasarkan fakta-fakta yang ada. 

                                                
              

31
 Sri Jumiati, Metodologi penelitian kualitatif,(Padang : Global eksekutif teknologi 

2022), h. 34 
32

 Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, 

(Yogyakarta: Andi, 2006), h. 155. 
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2. Induktif, yaitu de.ngan me.ngambil fakta-fakta atau data-data yang 

be.rhubungan de.ngan pe.ne.litian, di analisa ke.mudian di ambil ke.simpulan 

se.cara umum.  

3. De.duktif, yaitu de.ngan me.ngambil te.ori-te.ori ke.mudian di ambil 

ke.simpulan se.cara khusus. 

I. Sistematika Penulisan 

Pe.ne.litian ini me.ngacu pada panduan pe.nulisan skripsi Fakultas 

Syari'ah dan Hukum. Te.rdapat lima bab yang te.lah disusun ole.h pe.nulis, dan 

masing-masing bab me.miliki sub-bab untuk me.mudahkan pe.mbahasan dan 

pe.mahaman dalam pe.nulisan skripsi ini.  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini me.muat latar be.lakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pe.ne.litian, dan manfaat pe.ne.litian.  

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini me.rupakan uraian se.gi te.ori, dari pe.ne.litian ini 

be.rke.naan de.ngan Pe.laksanaan pasal 21 UU No 24 tahun 2007 

te.ntang Pe.ran Badan Pe.nanggulangan Be.ncana De.arah Kota 

Padang Panjang.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Pe.nje.lasan pada bab ini me.mbahas te.ntang je.nis pe.ne.litian, 

pe.nde.katan pe.ne.litian, lokasi pe.ne.litian,sumbe.r data,populasi dan 

sampe.l, subje.k dan obje.k pe.ne.litian, te.knik pe.ngumpulan, me.tode . 

analisis data dan siste.matika pe.ne.litian.  
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BAB IV  :  HASIL PENELITIAN  

  Pada bab ini dije.laskan me.nge.nai pe.ran BPBD Kota Padang 

Panjang dalam pe.nanggulangan be.ncana dan analisis fikih siyasah 

te.rhadap pe.ran BPBD Kota Padang Panjang dalam 

pe.nanggulangan be.ncana 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Di bab te.rakhir ini me.muat ke.simpulan se.bagai jawaban 

pe.rmasalahan yang te.rdapat dalam pe.ne.litian se.rta saran-saran 

yang be.rkaitan de.ngan pe.mbahasan pada pe .ne.litian 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan pe.mbahasan dari hasil pe.ne.litian yang pe.nulis lakukan 

maka dapat disimpulkan se.bagai be.rikut: 

1. Dalam pe.laksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 

te.ntang pe.nanggulangan be.ncana, dilihat dari hasil pe.ne.litian yang pe.ne.liti 

lakukan dalam me.njalankan fungsi dan tugasnya BPBD kota Padang 

panjang be.lum optimal de.ngan Undang-Undang kare.na masih banyak 

dite.mukan jawaban dari masyarakat jikalau BPBD ini masih lambat dalam 

me.re.spon pada saat te.rjadinya be.ncana, se.dangkan pe.latihan dan 

sosialisasi yang dilakukan ole.h BPBD masyarakat me.ngakui bahwa 

me.re.ka jarang me.ndapatkan sosialisasi dari BPBD te.rse.but adapun 

ke.ndala dan hambatan yang dialami ole.h BPBD dalam me.nangani be.ncana 

yaitu pada saat kondisi darurat  se.rta juga kare.na adanya ke.te.rbatasan 

anggaran se.hingga pihak BPBD sulit untuk me.mbe.rikan pe.layanan ke.pada 

masyarakat. Se.lanjutnya itu dilihat dari sarana dan prasarana yang te.rse.dia 

dalam pe.nanggulangan be.ncana bahwasanya BPBD te.rse.but dalam 

me.nanggulangi be.ncana se.lalu ke.kurangan sarana dan prasarana se.pe.rti 

te.nda, ge.nse.t, kasur, se.limut, air be.rsih, se.rta juga ambulans. Hal inilah 

yang me.njadi tolak ukur dari pe.laksanaan  tugas dan fungsi BPBD be.lum 

optimal adil dan se .tara e.fe.ktif dan e.fisie.n se.rta te.rpadu dan me.nye .luruh 
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se.suai de.ngan tugas dan fungsinya BPBD yang te.rdapat di dalam pasal 21 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. 

2. Me.nurut pe.rspe.ktif fikih siyasah pe.laksanaan pasal 21 Undang-undang 

Nomor 24 tahun 2007 te.ntang pe.ran BPBD dalam pe.nanggulangan 

be.ncana be.lum se.suai de.ngan fiqih siyasah. Kare.na dilihat dari 

pe.laksanaan tugas dan fungsi BPBD yang be.lum optimal adil dan se.cara 

e.fe.ktif dan e.fisie.n se.rta te.rpadu dan me.nye .luruh. Hal ini me.nyangkut 

ke.tidak se.suaian BPBD dalam me.njalankan amanah se.bagai se.orang 

pe.mimpin dise.butkan dalam Quran surah An-nisa ayat 58 bahwasanya 

Allah te.lah me.nyuruh pe.mimpin untuk me.nyampaikan amanat se.cara adil. 

Te.tapi BPBD be.lum optimal dalam me.laksanakan amanah te.rse.but 

tinjauan fikih siyasah dalam pe.ne.litian ini me.nggunakan fiqih siyasah 

tanfidziyah yang me.mbahas te.ntang pe.raturan dae.rah dan le.mbaga yang 

be.rwe.nang me.laksanakan pe.raturan-pe.raturan te.rse.but. Di dalam 

pe.rspe.ktif fiqh siyasah tugas pe.mimpin dalam me.nangani be.ncana 

me.ngarah pada basis komunitas ke. masyarakat hal ini tidak jauh be.rbe.da 

dan tidak saling be.rlawanan de.ngan yang te.lah diatur di dalam undang-

undang nomor 24 tahun 2007 pada pasal 21 te.lah se.suai de.ngan aturan 

Islam dan tidak be.rlawanan de.ngan ke.te.ntuan nash Alquran dan hadist jadi 

yang be.lum se.suai de.ngan fiqih siyasah yaitu pe.laksanaan BPBD dalam 

me.njalankan tugas dan fungsinya se.cara optimal adil dan se.tara, e.fe.ktif 

dan e.fisie.n se.rta te.rpadu dan me.nye.luruh. 
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B. Saran  

1. BPBD kota Padang panjang diharapkan dapat me.njalankan fungsi dan 

tugasnya le.bih optimal lagi  se.rta diharapkan dapat me.ningkatkan 

pe.ncapaian program atau ke.giatan yang be.lum te.rcapai dan juga agar le.bih 

ce.pat lagi me.re.spon saat te.rjadinya be.ncana. 

2. Masyarakat diharapkan agar le.bih te.gas pada pihak pe.me.rintah untuk 

me.lakukan pe.nanggulangan be.ncana yang te.rjadi se.rta diharapkan ke.pada 

masyarakat agar be.rpartisipasi aktif dan se.lalu waspada saat te.rjadinya 

be.ncana. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan kepada pihak BPBD  

1. Apakah BPBD sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-

undang yang sudah diterapkan pada pasal 21 undang-undang nomor 24 tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana?  

2. Apakah pihak BPBD memiliki pelatihan rutin bagi masyarakat untuk upaya 

pencegahan, kesiapan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi? 

3. Apakah ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak BPBD dalam 

menangani bencana misalnya dari segi anggaran atau tenaga kerja atau 

mungkin yang lain dan bagaimana cara mengatasinya? 

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia dirasa cukup untuk menghadapi 

penanggulangan bencana? 

5. Apakah ada program dari pihak BPBD yang dianggap perlu diperbaiki dalam 

menangani penanggulangan bencana? 

6. Bagaimana pendekatan BPBD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap risiko bencana? 

7. Apa rencana BPBD kota Padang Panjang kedepan untuk memperkuat sistem 

pencegahan bencana di kota Padang Panjang? 

8. Bagaimana kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang 

diterapkan BPBD kota Padang panjang? 

9. Bagaimana dampak bencana terhadap masyarakat secara sosial ekonomi dan 

psikolog? 
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10. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BPBD telah sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan kemuslahatan dan perlindungan? 

11. Bagaimana kesiapan personil BPBD dalam menanggulangi bencana? 

12. Dalam menjalankan tugas menanggulangi bencana Apakah pihak BPBD 

melakukan kerjasama dengan lembaga lain kalau ada dengan lembaga apa saja 

BPBD melakukan kerjasama? 

Pertanyaan kepada pihak masyarakat  

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan BPBD Kota Padang Panjang 

2. Seberapa paham Anda terhadap tugas dan fungsi BPBD dalam 

penanggulangan bencana? 

3. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari BPBD 

mengenai kesiapsiagaan bencana? 

4. Menurut Anda, apakah sosialisasi dari BPBD mengenai mitigasi dan 

kesiapsiagaan bencana sudah cukup? 

5. Apakah BPBD cepat merespons ketika terjadi bencana di lingkungan Anda? 

6. Bagaimana tingkat kesiapan BPBD dalam menangani bencana di Kota Padang 

Panjang? 

7. Apakah BPBD menyediakan fasilitas dan sarana yang cukup untuk 

mendukung penanggulangan bencana? 

8. Apakah Anda merasa BPBD berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat 

dalam menghadapi bencana? 

9. Bagaimana penilaian Anda terhadap bantuan yang diberikan BPBD saat 

terjadi bencana? 



 
 

 

76 

10. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan dari 

BPBD pasca-bencana? 

11. Apakah bantuan dari BPBD didistribusikan secara adil dan merata kepada 

masyarakat yang membutuhkan 

12. Bagaimana Anda menilai peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca-bencana? 

13. Menurut Anda, aspek mana yang perlu ditingkatkan dalam peran BPBD? 

14. Bagaimana cara terbaik agar masyarakat lebih sadar dan siap menghadapi 

bencana? 

15. Apa harapan Anda terhadap BPBD Kota Padang Panjang ke depan dalam hal 

penanggulangan bencana? 
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